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BUPATI MADIUN 

PRO VINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 8 TAHUN 2017 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATAKERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA 

SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Madiun 

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Madiun perlu menetapkan Organisasi dan Tata 

kerja Layanan Pengadaan Barang I Jasa Secara Elektronik 

Kabupaten Madiun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Organisasi dan Tatakerja Layanan Pengadaan Barang 

/ Jasa Secara Elektronik Kabupaten Madiun; 
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Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalani Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 2 Tahun 1965; 

2.  Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme; 

3. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

5. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik NegaralDaerah; 

9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 

tentang Perubahan alas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 
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10.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat alas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Madiun; 

13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

LAYANAN PENGADAAN BARANG I JASA SECARA ELEKTRONIK 

KABUPATEN MADIUN. 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Madiun. 

2. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 

4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut 

dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 

Barang/Jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah yang prosesnya 
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dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 

5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat 

Daerah Kabupaten Madiun. 

6. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaniat Daerah adalah Bagian 

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. 

7. Unit Layanan Pengadaan Pemenintah Kabupaten Madiun yang 

selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah 

Kabupaten Madiun yang berfungsi melaksanakan pengadaan 

barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang 

bersifat permanen. 

8. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya 

disebut USE Kabupaten Madiun yang merupakan unit organisasi non 

struktural yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (SPSE). 

9. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja IJLP adalah 

kelompok kerja yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling 

kurang 3 (tiga) orang yang telah memilild sertifikat keahlian 

pengadaan barang/jasa dan bertugas untuk melaksanakan 

pemililban penyedia barang/jasa. 

10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk 

melaksanakan pengadaan langsung atau ditentukan lain oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 

Yang menyediakan barang/pekeijaan konstruksiljasa konsultansiljasa 

lainnya. 

12. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang 

dipimpirmya dan dapat bertindak sebagai PPK. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA oleh 

Bupati dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi 
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Organisasi Perangkat Daerah dan dalam Pengadaan Barang/Jasa 

sekaligus bertindak sebagai PPK. 

14. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK adalali pejabat 

yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, 

dalam hal mi dijabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

15. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

selanjutnya disebut LKPP, adalah lembaga Pemerintah yang bertugas 

mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

16. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan 

Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan. 

17. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi 

elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa 

secara nasional yang dikelola oleh LKPP. 

18. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik berbasis web yang terpasang diserver LPSE yang 

dapat diakses melalui website LPSE. 

19. Pengguna SPSE adalah perorangan / badan usaha yang memiliki hak 

akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password 

yang diberikan oleh LPSE. 

20. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE 

adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) 

dan database e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk 

digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya. 
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BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

LPSE berkedudukan dan diintegrasikan pada Subbagian Penyusunan 

Pelaksanaan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 

Daerah. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 

LPSE mempunyai tugas: 

(1) memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna sistem elektronik untuk 

menayangkan rencana umum pengadaan. 

(2) memfasilitasi ULP / Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem 

elektronik untuk menayangkan pengumuman pengadaan. 

(3)  menifasilitasi ULP / Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem 

elektronik untuk melaksanakan proses pengadaan barang / jasa 

secara elektronik. 

(4) memfasilitasi Penyedia Barang I Jasa dan pihak - pihak yang 

berkepentingan menjadi pengguna SPSE. 

(5) melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional USE 

dan SPSE. 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, USE 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan 

pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Madiun; 

b. pengelolaan SPSE daii infrastrukturnya; 
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c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan 

d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian 

SPSE. 

BAB III 

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Unsur Organisasi 

Pasal 5 

Unsur organisasi LPSE, terdiri dan: 

a. Pimpinan adalah Kepala ULP; dan 

b. Pelaksana adalah Seksi -seksi. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Susunan organisasi ULP, terdiri dan: 

a. Kepala; dan 

b. Seksi -seksi. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud path ayat (1) huruf b, terdiri dan: 

a. Seksi Administrasi Sistem Elektronik; 

b. Seksi Registrasi dan Verifikasi; dan 

c. Seksi Layanan dan Dukungan. 

(3) Bagan susunan organisasi ULP tersebut dalam Lampiran sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 7 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabat oleh Kepala 

Subbagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Adtninistrasi 

Pembangunan Sekretaniat Daerah Kabupaten Madiun. 

(2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berasal dari unsur staf Subbagian 
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Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Administrasi 

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. 

(3) Apabila diperlukan Seksi - seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh staf pendukung. 

(4) Penunjukanlpengangkatan dan pemberhentian Kepala Seksi dan Staf 

Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI LPSE 

Pasal8 

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas 

dan fungsi LPSE. 

Pasal 9 

(1) Seksi Administrasi Sistem Elekironik mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan SPSE. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud path ayat (1), Seksi 

Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi: 

a.  penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak , perangkat keras dan 

jaringan; 

b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin 

kehandalan dan ketersediaan layanan; 

c.  pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang 

terjadi di LPSE; 

d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP; 

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE. 

Pasal 10 

(1) Seksi Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan   

pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE. 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud path ayat (1), Seksi 

Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE; 
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b. Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang 

kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; 

c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan 

pendaftaran pengguna SPSE; dan 

d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE. 

Pasal 11 

(1) Seksi Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi 

SPSE. 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud path ayat (1), Seksi 

Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi: 

a.  pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang 

/ jasa secara elektronik; 

b. pemberian informasi tentang fasilitas dan thur aplikasi SPSE; 

c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan 

d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE. 

 

TATA KERJA 

Pasal 12 

(1) USE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat 

Pengadaan. 

(2) USE berkoordinasi dengan LKPP. 

Pasal 13 

(1) Hubungan kerja USE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, 

antara lain: 

a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan 

rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam 

Portal Pengadaan Nasional; 

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian 

permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara 

elektronik; 
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c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporfmg) 

terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; 

dan 

d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh 

LPSE. 

(2) Koordinasi USE dengan LKPP, antara lain: 

a.  melaksanakan konsultasi sesual dengan kebutuhan, dalam rangka 

penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan 

barang/jasa secara elektronik; dan 

b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait 

permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE. 

Pasal 14 

Ketentuan mengenai prosedur layanan pengadaan barang / jasa secara 

elektronik diatur lebth lanjut oleh Bupati. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 15 

Pembiayaan LPSE dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan di Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada Bagian 

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan 

ketentuan untuk: 

a. belanja operasional LPSE; dan 

b. honorarium Kepala LPSE, Kepala Seksi-seksi dan StafPendukung. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

(1) Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang sedang 

dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan 

sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini. 
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(2) PerjanjiantKontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan 

Bupati mi, tetap berlaku sampai dengan berakbimya Perjanjiani 

Kontrak. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Madiun. 

ditetapkan di Madiun 
pada tanggal 18 April 2017 

 

BUPATI MADIUN, 

          ttd 

   MUHTAROM 

Diundangkan di Madiun 
Pada tanggal 18 April 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

ttd 

Ir. TONTRO PAHLAWANTO 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19651110 199208 1 001 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 8 
 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd 
WIDODO, SH, M.Si. 
Pembina Tingkat I  

NIP. 19611215 198903 1 006 
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     LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN 

            NOMOR    : 8 TAHUN 2017 
    TANGGAL  : 18 April 2017 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK 

KABUPATEN MADIUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan: 

Garis Komando  
Garis Fungsional 

Garis Koordinasi     
    

 BUPATI MADIUN, 

          ttd 

   MUHTAROM 

 

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUAN 
SEKRETARIAT DAERAH 

 

 

KEPALA 
 

SUB BAGIAN 

PENYUSUNAN 
PELAKSANAAN 

PROGRAM 

 
 

Seksi Administrasi 

Sistem Elektronik 

Seksi Registrasi 

dan Verifikasi 

Seksi Layanan dan 

Dukungan 


